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ABSTRAK : Bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai, arti penting dan

strategis yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan guna mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik; bahwa arsip merupakan sumber informasi yang

berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan,

sehingga perlu dilakukan dengan penyelenggaraan kearsipan daerah yang baik,

komprehensif, dan terpadu guna menjamin perlindungan kepentingan daerah dan

masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun

2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk

menyelenggarakan pengelolaan Kearsipan di Daerah; bahwa berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD No.1945 Tahun 1945; UU No.54

Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No.23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.28

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kearsipan di

Kabupaten Tebo yang meliputi asas, tujuan, dan ruang lingkup kearsipan, sumber

daya kearsipan yang mencakup organisasi, sumber daya manusia, serta prasarana

dan sarana, pengelolaan arsip yang terdiri atas arsip dinamis (penciptaan,

penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan arsip vital) serta arsip statis (akuisisi,

pengolahan, preservasi, akses, autentikasi, layanan, dan pembangunan SKD

berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pembinaan kearsipan, perlindungan

dan penyelamatan arsip, pengendalian dan pengawasan, kerjasama, organisasi

profesi dan peran serta masyarakat, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana,

ketentuan peralihan, hingga ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2021.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 21

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor

21).
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